
• dan · Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 2 3); 

1. Undang-Undang Nor ior 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Ka iupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Serita NE gara Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Mengingat 

b. bahwa atas dasar p ertimbanqan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati tentang Pemb:mtukan Unit Pelaksana Teknis Bina Marga 
dan Sumber Daya Air 

dan Susunan Pera 1gkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang 

didalamnya menqau r tentang kelembagaan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, maka lebih lanjut dalam 

melaksanakan teknis operasional sebagian tugas Pekerjaan 

Umum yang berada di satu atau beberapa kecamatan perlu 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis; 

TENTt.NG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 

BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG t~BUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUI tAN YANG MAHA ESA 

BUPATI 3EKASI, 

a. bahwa dengan tolah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi N nnor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Menimbang 

NOMOR 100 T}.!..'u-:~ 2016 

PERATURA~ BUPATI BEKASI 
- 

r 



3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Norn ,r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambe han Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diL bah beberapa kali terakhir dengan Undang 

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Norror 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran l~egera Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Dae: ah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah f<abupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Perubahan aias Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daen 1h (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 7;; 

6. Peraturan Pemerintati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentul an dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor E ). 



7. Kepala UPT Pekerjaan Umum adalah Kepala UPT Bina Marga dan Sumber Daya 

Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalar kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, wewenang dan hak secara r .enuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam 

upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi; 

9. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 
yang secara langsung berhubungan d mgan pelayanan masyarakat; 

10. Kegiatan teknis penunjang adalah :ugas untuk melaksanakan kegiatan untuk 
mendukung pelaksanaan tugas orqanisasi induknya. 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bekasi; 

6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga dan Sumber 

Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umurr dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi; 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintat Kabupaten Bekasi; 

BA3 I 

KETENTU.\N UMUM 

Pasal 1 

PEMBENTUKAN UNIT F ELAKSANA TEKNIS BINA MARGA DAN 

SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG KABUPATEN BEKASI 

Menetapkan 

MEMUTIJSKAN 



2. Kecamatan Sukakarya. 

3. Kecamatan Muaragembong. 

4. Kecamatan Cabang Bungin. 

5. Kecamatan Pebayuran. 

2. Kecamatan Cikarang Timur. 

3. Kecamatan Cikarang Pusat. 

4. Kecamatan Kedung Waringin. 

5. Kecamatan Karang Bahagia. 

d. UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air Wilayah IV meliputi wilayah kerja : 
1. Kecamatan Sukatani. 

c. UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air Wilayah Ill meliputi wilayah kerja : 
1. Kecamatan Cikarang Utara. 

4. Kecamatan Cikarang Barat. 

5. Kecamatan Setu. 

3. Kecamatan Cibitung. 

2. Kecamatan Tambun Selatan. 

4. Kecamatan Tambelang. 

b. UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air Wilayah II meliputi wilayah kerja: 
1. Kecamatan Tambun Utara. 

2. Kecamatan Tarumajaya. 

3. Kecamatan Sukawangi. 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga dan 

Sumber Air pada Dinas Pekerjaan Umum da, Penataan Ruang Ka bu paten Bekasi, yang 

terdiri dari : 

a. UPT Bina Marga Sumber Daya Air Wilayah I meliputi wilayah kerja: 
1. Kecamatan Babelan. 

BAE, II 

PEMBENTUKAN 

Pas,112 



UPT Bina Marga dan Sumber Daya Ai· mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang Pekerjaan 
Umum berdasarkan kebijakan Bupati E -ekasi yang menjadi kewenangan Dinas 
Pekerjaan Um um dan Penataan Ruang Kai ,upaten Bekasi. 

(2) UPT Bina Marga dan Sumber Daya /iir dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 
berkedudukan di bawah dan bertang~ung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang melalu Sekretaris Dinas dan secara operasional 

dikoordinasikan oleh Camat bersangkL tan. 

Bagiar Kedua 

Tugas Pokok 

Pa~al4 

(1) Unit Pelaksana Teknis Bina Marga da, Sumber Daya Air yang selanjutnya dalam 

Peraturan ini disebut UPT Bina Mar!Ja dan Sumber Daya Air merupakan Unit 
Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan kegiatan teknis penun ang pekerjaan umum di wilayah kerjanya. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 3 

2. Kecamatan Bojongmangu. 

3. Kecamatan Serang Baru. 

4. Kecamatan Cikarang Selatan. 

e. UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air Mlayah V meliputi wilayah kerja : 

1. Kecamatan Cibarusah. 



d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Organisasi UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari unsur-unsur: 

a. Pimpinan adalah Kepala UPT Bina Ma ·ga dan Sumber Daya Air; 

b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Be gian Tata Usaha; 

c. Pelaksana Teknis 

BA13 Ill 
ORGA \jlSASI 

Bagian Kesatu 
Unsur-unsu · Organisasi 

Pa~al6 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas ses uai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersobut pada Pasal 4 Peraturan ini UPT Bina 

Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fun ~si : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijaka , teknis di bidang Bina Marga dan Sumber 

Daya Air sesuai dengan lingkup tugasr ya; 

b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan te knis operasional dan/atau teknis penunjang 

Oinas di bidang Bina Marga dan S umber Daya Air sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

Bagian <etiga 

Fun jsi 

Pas.ii 5 



(2) Uraian tugas dari Kepala UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air: 

a. menyusun program kerja dan renc ana kegiatan UPT Bina Marga dan Sumber 
Daya Air; 

b. menyusun dan mengkoordinasika l rencana program bidang Bina Marga dan 

Sumber Daya Air diwilayah kerjar.ya sesuai dengan mekanisme perencanaan 
daerah; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tu~ as kepada bawahan; 
d. membagi tugas kepada bawahan; 

e. membimbing pelaksanaan tugas kopada bawahan; 

f. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan; 

g. mengkoordinasikan penyusunan u sulan anggaran UPT; 

h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan 
rencana kegiatan UPT Bina Marga dan Sumber Daya Air; 

(1) Kepala UPT Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin 
penyelenggaraan tugas dan fungsi U :::>T sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 
dan Pasal 5 Peraturan ini 

Bagian Ketiga 

Uraian Tugas U ,sur Organisasi 

Paraqraf 1 

Kepal.i UPT 

Pasal 8 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Bina "1arga dan Sumber Daya Air sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ir 1i. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional: 

(1) Organisasi UPT terdiri dari : 

a. Kepala UPT; 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Pelaksana T eknis 

Bagian <edua 

Susunan C rganisasi 

Pas,117 



f. pelaksanaan tugas-tugas lain yar g diberikan oleh kepala UPT. 

(3) Tata Usaha dalam menyelenggarak an tugas pokok dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), rnernpunyal uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun usulan rencana angga ran UPT; 

b. mempelajari dan menelaah ~ eraturan perundang-undangan di bidang 

tugasnya; 

e. penyusunan rencana dan prograr 1 kerja serta pelaporan; 

c. pengelolaan administrasi perleng capan dan kerumahtanggaan; 

d. pengelolaan administrasi kepega·vaian; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok ~ ebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. pengelolaan surat menyurat dan l.earslpan: 

b. pengelolaan administrasi keuangan; 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat 

menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan 

administrasi kepegawaian, penyusu ran rencana dan program kerja serta 

pelaporan. 

Para~ raf 2 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pas;119 

q. melaksanakan tugas kedinasan lair nya sesuai dengan petunjuk atasan. 

i. melaksanakan pembinaan operasi mal Pendidikan Pekerjaan Um urn sesuai 

dengan rencana kegiatan; 

j. melakukan pembinaan kegiatan ket stausahaan di lingkungan UPT; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional; 

I. mengusulkan sarana dan prasaram I kerja sesuai dengan kebutuhan; 

m. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya; 

n. melaksanakan koordinasi dengan C amat; 

o. melakukan hubungan kerja sama d mgan unit kerja terkait; 

p. membuat laporan hasil pelaksanaa 1 tugas; 



r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat 
yang sudah ditentukan sesuai denqan jenis dan sifatnya; 

s. menyiapkan berkas usulan kens ikan pangkat, cuti, ijin I tugas belajar, gaji 
berkala dan pensiun serta pegaw ii tidak tetap; 

t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPT yang 

akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin I tugas belajar, gaji 
berkala dan pensiun serta peg aw 3i tidak tetap; 

u. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin I tugas belajar, gaji berkala 
dan pensiun serta pegawai tidak ·etap; 

v. membuat laporan absensi harian. mingguan dan bulanan; 

p. menyerahkan surat atau barang lnventaris dan buku ekspedisi; 

q. memeriksa buku ekspedisi atai surat tanda terima yang sudah ditanda 
tangani sesuai alamat surat; 

o. menyiapkan tanda terima surat at 3U barang cetakan yang akan dikirim; 

n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar; 

m. memberi nomor, menggandaka 1 dan cap surat keluar sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan; 

I. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan 

sebagai bahan pertimbangan; 

k. melaksanakan administrasi baranq inventaris; 

j. melaksanakan pengumpulan. penjolahan data dan kearsipan; 

i. memelihara serta rnendayaqunakan sarana dan prasarana; 

d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya; 

e. mengendalikan surat-surat dan ko rsep naskah dinas di lingkungan UPT; 

f. menyusun konsep administrasi da i pelaksanaan pembinaan kepegawaian; 

g. menyusun bahan laporan pelaksa raan program dan kegiatan UPT; 

h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPT; 

c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang 

perencanaan, keuangan, kepeqawaian, urusan umum;dan sarana; 



BAB IV 

pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional s sbaqalmana tersebut pada ayat (1) pasal ini, 

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok seb 3gaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 

Kelompok Teknis/Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

melalui Kepala UPT. 

(2) Kelompok Teknis/Jabatan Funqsion.rl Bina Marga dan Sumber Daya Air 

mempunyai tugas pokok: 

a. Melaksanakan penyusunan progra n kegiatan Bina Marga dan Sumber Daya 

Air;. 

b. Melaksanakan kegiatan bidang Tel nis Operasional dan teknis penjunjang Bina 

Marga dan Sumber Daya Air; 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terciri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pekerjaan Umum dan jabatan fun~1sional lainnya yang diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 3 

Kelompok Jaba :an Fungsional 

Pase I 10 

w. menyusun konsep laporan realism i anggaran UPT; 

x. mengumpulkan bahan realisasi an~garan UPT; 

y. melaksanakan tugas kedinasan la nnya sesuai perintah atasan; 

z. melaporkan hasil pelaksanaan tuqas kepada atasan. 



Parajraf 4 

(1) Kepala UPT wajib memberikan lapo an tentang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam penyampaikan laporan ke aada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan kepada satuan kerja pe ·angkat daerah lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan can tata cara penyampaiannya berpedoman 

kepada ketentuan peraturan yang berlaku. 

Para.jraf 3 

Pelaporan 
Pas.ii 13 

(1) Kepala UPT bertanggung jawab kepad 3 Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(2) Kepala UPT mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paranraf 2 

Hubungan Kerja 

Pasc1112 

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional wajib rrenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi. 
(3) Kepala UPT wajib rnenqkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk 

pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana. 

Pasal 11 

TATA <ERJA 
Paragraf 1 

Um11m 



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

BAl3 VII 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pas:1117 

Pembiayaan UPT bersumber dari Ang ~a ran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
Kabupaten Bekasi. 

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai l:epegawaian diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BA13VI 
PEMBla.YAAN 

Pas~I 16 

(2) Kepala UPT wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati sesuai dengan peraturan perunclang-undangan yang berlaku. 

BABV 

KEPEGI ,WAIAN 

Pasal 15 

(1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha. 

(2) Dalam hat Kepala Sub Bagian Tata Uf aha berhalangan, maka Kepala UPT dapat 
diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya. 

Hal Me Naki Ii 

Pasa 14 



Ditetapkan di Cikarang Pusat 

pada tanggal 15 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerir tahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pas:1119 

Dengan berlakunya Peraturan ini segala kt: tentuan yang mengatur hal yang sama dan 

atau bertentangan dengan Peraturan ini dic.ibut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pas3118 
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